BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan, maka dapat

disimpulkan :

1. Mekanisme pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Kelurahan Sungai Lulut
Kecamatan Banjar Timur Kotamadya Banjarmasin ditinjau dari tahapan kegiatan
pada dasamya sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah dan Surat Edaran Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-4245 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, serta Surat Edaran Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1078 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Tetapi ada beberapa hal yang tidak
sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, pertama ruang lingkup tahapan
kegiatan, kedua waktu pelaksanaan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

2. Ketersediaan tanah untuk pembangunan prasarana dan fasilitas umum/sosial
seluas 90.360 m? atau 18 % dari luas lokasi, telah memenuhi kebutuhan
prasarana jalan untuk transportasi dan dapat menjangkan seluruh bidang tanah
schingga semua bidang tanah langsung menghadap ke jalan. Demikian Jjuga
dengan kebutuhan  terhadap  fasilitas  umum/sosial seperti tempat
peribadatan, perdagangan, pendidikan dan yang lainnya, sehingga menjadikan
suatu lingkungan pemukinan yang tertib dan teratur dengan bidang tanah yang

tertib dan teratur.
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3. Kousblidasi tanah perkotaan di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjar Timur
Kotamadya Banjarmasin dapat mewujudkan penguasaan tanah yang tertib dan
teratur dengan meningkatnya jumlah bidang tanah yang bersertipikat. Sertipikat
yang diterbitkan merupakan karakteristik dari penguasaan tanah yang tertib dan
teratur. Dan konsolidasi tanah juga berperan dalam menata bidang-bidang tanah
menjadi bersegi empat sebagai karakteristik dari keteraturan bidang tanah dan
semua bidang tanah langsung menghadap ke jalan, sehingga dapat mewujudkan

penggunaan tanah yang tertib dan teratur.

B. Saran

1. Konsolidasi tanah merupakan salah satu sarana pengaturan penguasaan pemilikan
tanah yang efektif dan efisien, baik masa kini maupun untuk masa yang akan
datang. Oleh karena itu sebaiknya segera dibuat suatu bentuk peraturan yang
lebih tinggi dan lebih lengkap mengenai konsolidasi tanah.

2. Bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah harus terus ditingkatkan baik kuantitas
maupun kualitasnya. Karena banyak keuntungan yang diperoleh pemerintah,
peserta konsolidasi tanah, maupun pihak lain yang terlibat dari pelaksanaan

konsolidasi tanah baik melalui program pemerintah maupun melalui swadaya.
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